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FUNGSI, TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB BPH MIGAS 
(SECARA UMUM) 

 

No. FUNGSI, TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB  DASAR 

FUNGSI 

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan 
Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, dalam suatu pengaturan agar 
ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin 
di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan 
Gas Bumi di dalam negeri. 

UU No. 22 tahun 2001 ps 46 
ayat (2); PP No. 67 tahun 2002 
ps 3; Keppres no.86 tahun 
2009 ps 4; 
 

TUGAS 

1. Menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang 
merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 

UU No. 22 tahun 2001, ps 8 
ayat (2), 

2. Melakukan pengaturan dan penetapan serta pengawasan mengenai : ketersediaan dan 
distribusi Bahan Bakar Minyak, cadangan Bahan Bakar Minyak nasional, pemanfaatan 
fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak, tarif pengangkutan Gas 
Bumi melalui pipa, harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil, pengusahaan 
transmisi dan distribusi Gas Bumi. 

UU No. 22 tahun 2001 ps 46 
ayat (3) dan (4); PP No. 67 
tahun 2002 ps 4; PP No. 36 
tahun 2004 ps 10 ayat (2), 
Keppres No. 86 tahun 2002 ps 
5 

3. Melakukan pengaturan dan pengawasan atas pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian 
Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang diselenggarakan oleh 
Badan Usaha yang telah mendapat Izin Usaha dari Menteri. 

c, ps 8, dan ps 9 

WEWENANG 

1. Pada wilayah yang mengalami kelangkaan Bahan Bakar Minyak dan pada daerah-daerah 
terpencil, fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan termasuk fasilitas penunjangnya, dapat 
dimanfaatkan bersama pihak lain. 

UU no. 22 tahun 2001 ps 29 
ayat (1) dan (2), 

2. Menetapkan kewajiban Badan Usaha yang akan atau telah melakukan penyedia 
pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Indonesia untuk melakukan operasi di daerah yang 
mekanisme pasarnya belum berjalan dan daerah terpencil; 

PP No. 67 tahun 2002 ps 5 
ayat (a); Keppres No. 86 tahun 
2002 ps 6 ayat (a) 

3. Menetapkan volume alokasi cadangan Bahan Bakar Minyak dari masing-masing Badan 
Usaha sesuai dengan Izin Usaha untuk memenuhi cadangan nasional Bahan Bakar Minyak 
yang ditetapkan Pemerintah; 

PP No. 67 tahun 2002 ps 5 
ayat (b); Keppres No. 86 tahun 
2002 ps 6 ayat (b) 
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4. Menetapkan pemanfaatan bersama atas fasilitas Pengangkut-an dan Penyimpanan Bahan 
Bakar Minyak serta fasilitas penunjangnya milik Badan Usaha dalam kondisi yang sangat 
diperlukan dan/atau untuk menunjang optimasi distribusi di daerah terpencil; 

PP No. 67 tahun 2002 ps 5 
ayat (c); PP No. 36 tahun 2004 
ps 68 ayat (2); Keppres No. 86 
tahun 2002 ps 6 ayat (c) 

5. Menetapkan tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sesuai dengan prinsip tekno-
ekonomi; 

PP No. 67 tahun 2002 ps 5 
ayat (d); PP No. 36 tahun 2004 
ps 33, PP No. 1 tahun 2006 
ps12; Keppres No. 86 tahun 
2002 ps 6 ayat (d) 

6. Menetapkan harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil dengan 
mempertimbangkan kemampuan dan daya beli masyarakat; 

PP No. 67 tahun 2002 ps 5 
ayat (e); Keppres No. 86 tahun 
2002 ps 6 ayat (e) 

7. Menetapkan dan memberlakukan sistem informasi pengusahaan dan akun pengaturan 
pada Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; 

PP No. 67 tahun 2002 ps 5 
ayat (f); Keppres No. 86 tahun 
2002 ps 6 ayat (f) 

8. Menyelesaikan perselisihan yang timbul terhadap pemegang hak khusus pengangkutan 
Gas Bumi melalui pipa dan/atau yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan 
Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; 

PP No. 67 tahun 2002 ps 5 
ayat (g); Keppres No. 86 tahun 
2002 ps 6 ayat (g) 

9. Mengusulkan kepada Menteri Keuangan mengenai besaran iuran Badan Usaha yang 
mempunyai kegiatan usaha di bidang penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak 
serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, dan menetapkan biaya hak pengangkutan Gas 
Bumi melalui pipa; 

PP No. 67 tahun 2002 ps 5 
ayat (h); PP No. 1 tahun 2006 
ps 10; Keppres No. 86 tahun 
2002 ps 6 ayat (h) 

10. Memberikan hak khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada ruas tertentu dan 
transmisi Gas Bumi dan pada wilayah tertentu dari jaringan distribusi Gas Bumi melalui 
lelang, berdasarkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional 

PP No. 67 tahun 2002 ps 5 
ayat (i); Keppres No. 86 tahun 
2002 ps 6 ayat (i) 

11. Memberikan sanksi administratif berupa teguran atau pencabutan hak Khusus kepada 
Badan Usaha pemegang hak khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa. 

PP No. 67 tahun 2002 ps 6, 
PP No. 36 tahun 2004 ps 90 
ayat (4), (5), (6), dan (7) 

12. Memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam memberikan sanksi atas pelanggaran Izin 
Usaha yang dilakukan oleh Badan Usaha 

PP No. 67 tahun 2002 ps 7, 
PP No. 36 tahun 2004 ps 10 
ayat (3). 

13. Memberikan masukan kepada Menteri dalam hal : jaminan ketersediaan dan kelancaran 
pendistribusian Bahan Bakar Minyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri, kebijakan Cadangan 

PP No. 36 tahun 2004 ps 5 
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Bahan Bakar Minyak Nasional, teknis keselamatan dan kesehatan kerja, dan pengelolaan 
lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat, mekanisme dan/atau 
formulasi harga Bahan Bakar Gas dan jenis Bahan Bakar Minyak tertentu pada masa 
sebelum harga dapat diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang wajar dan sehat. 

TANGGUNG JAWAB 

1. Bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha ketersediaan dan 
pendistribusian bahan bakar minyak ke seluruh NKRI, yang pelaksanaannya dilakukan oleh 
Badan Pengatur.  

UU No. 22 tahun 2001 ps 8 
ayat (2), (3), dan (4);   

2. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan, 
Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme 
persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.  

UU No. 22 tahun 2001 ps 3 
ayat (b), 

3. Bertanggung jawab kegiatan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha 
Minyak dan Gas Bumi terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku berada pada departemen yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan 
usaha Minyak dan Gas Bumi dan departemen lain yang terkait. 

UU No. 22 tahun 2001 ps 41 
ayat (1) dan (3); 

4. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak 
dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa. 

UU No. 22 tahun 2001 ps 46 
ayat (1) 

5. Bertanggungjawab kepada Presiden. PP No. 67 tahun 2002 ps 7 
ayat (1); Keppres No. 86 tahun 
2002 ps 7 ayat (1) 

6. Memberikan laporan kepada Presiden melalui Menteri mengenai hasil kerjanya secara 
berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau apabila diperlukan. 

PP No. 67 tahun 2002 ps 7 
ayat (2); Keppres No. 86 tahun 
2002 ps 7 ayat (2) 
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FUNGSI, TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB BPH MIGAS 
BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN 

(RINCIAN KUTIPAN PASAL) 

No. Perudang-undangan 

1. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 

 Pasal 1 ayat (24) Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap 
penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir; 

 Pasal 8 1) Pemerintah memberikan prioritas terhadap pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri dan 
bertugas menyediakan cadangan strategis Minyak Bumi guna mendukung penyediaan Bahan Bakar 
Minyak dalam negeri yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang 
merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

3) Kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang menyangkut kepentingan umum, 
pengusahaannya diatur agar pemanfaatannya terbuka bagi semua pemakai. 

4) Pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengatur. 

 Pasal 29 (1) Pada wilayah yang mengalami kelangkaan Bahan Bakar Minyak dan pada daerah-daerah terpencil, 
fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan termasuk fasilitas penunjangnya, dapat dimanfaatkan 
bersama pihak lain. 

(2) Pelaksanaan pemanfaatan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Badan Pengatur 
dengan tetap mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis. 

 Pasal 41 1) Tanggung jawab kegiatan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan 
Gas Bumi terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berada pada 
departemen yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan 
departemen lain yang terkait. 

2) Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan Kontrak Kerja Sama dilaksanakan 
oleh Badan Pelaksana. 

3) Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Izin Usaha dilaksanakan oleh Badan 
Pengatur. 

 Pasal 46 1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan 
Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam 
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Pasal 8 ayat (4). 
2) Fungsi Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengaturan agar 

ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah dapat 
terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas 
Bumi di dalam negeri 

3) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengaturan dan penetapan 
mengenai : 
a. ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak; 
b. cadangan Bahan Bakar Minyak nasional; 
c. pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak; 
d. tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; 
e. harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil; 
f. pengusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi. 

4) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup juga tugas pengawasan dalam 
bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 
(1) Struktur Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) terdiri atas komite dan 

bidang. 
(2) Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota 

dan 8 (delapan) orang anggota, yang berasal dari tenaga profesional. 
(3) Ketua dan anggota Komite Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan 

diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia. 

(4) Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) bertanggung jawab kepada 
Presiden. 

(5) Pembentukan Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) ditetapkan dengan 
Keputusan Presiden. 

 Pasal 49 Ketentuan mengenai struktur organisasi, status, fungsi, tugas, personalia, wewenang dan tanggung jawab 
serta mekanisme kerja Badan Pelaksana dan Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 
Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah. 

2. 
PP No. 67 tahun 2002 tentang Badan Pengatur penyediaan dan  pendistribusian bahan bakar minyak 
dan  kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa. 

 Pasal 1 ayat (13) Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan pengawasan terhadap 
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penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui 
pipa pada Kegiatan Usaha Hilir. 

 Pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah ini mengatur struktur organisasi, status, fungsi, tugas, personalia, wewenang, dan 
tanggung jawab serta mekanisme kerja Badan Pengatur. 

(2) Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan lembaga Pemerintah yang dalam 
melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya bersifat independen. 

 Pasal 3 Fungsi Badan Pengatur adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan 
pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, dalam suatu pengaturan 
agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak yang ditetapk an Pemerintah dapat terjamin di seluruh 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri. 

 Pasal 4 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengatur mempunyai tugas 
mengatur dan menetapkan : 

a. ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak; 
b. cadangan Bahan Bakar Minyak nasional; 
c. pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak; 
d. tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; 
e. harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil; 
f. pengusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi. 

 Pasal 5 Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pengatur mempunyai wewenang : 
a. menetapkan kewajiban Badan Usaha yang akan atau telah melakukan penyedia pendistribusian 

Bahan Bakar Minyak di Indonesia untuk melakukan operasi di daerah yang mekanisme pasarnya 
belum berjalan dan daerah terpencil; 

b. menetapkan volume alokasi cadangan Bahan Bakar Minyak dari masing-masing Badan Usaha sesuai 
dengan Izin Usaha untuk memenuhi cadangan nasional Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan 
Pemerintah; 

c. menetapkan pemanfaatan bersama atas fasilitas Pengangkut-an dan Penyimpanan Bahan Bakar 
Minyak serta fasilitas penunjangnya milik Badan Usaha dalam kondisi yang sangat diperlukan 
dan/atau untuk menunjang optimasi distribusi di daerah terpencil; 

d. menetapkan tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sesuai dengan prinsip tekno-ekonomi; 
e. menetapkan harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil dengan mempertimbangkan 

kemampuan dan daya beli masyarakat; 
f. menetapkan dan memberlakukan sistem informasi pengusa-haan dan akun pengaturan pada Badan 

Usaha yang melaku-kan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; 
g. menyelesaikan perselisihan yang timbul terhadap pemegang hak khusus pengangkutan Gas Bumi 

melalui pipa dan/atau yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengangkutan Gas Bumi melalui 
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pipa; 
h. mengusulkan kepada Menteri Keuangan mengenai besaran iuran Badan Usaha yang mempunyai 

kegiatan usaha di bidang penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak serta Pengangkutan 
Gas Bumi melalui pipa, dan menetapkan biaya hak pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; 

i. memberikan hak khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada ruas tertentu dan transmisi Gas 
Bumi dan pada wilayah tertentu dari jaringan distribusi Gas Bumi melalui lelang, berdasarkan Rencana 
Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional. 

 Pasal 6 Badan Pengatur dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran atau pencabutan hak 
Khusus kepada Badan Usaha pemegang hak khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i yang melakukan penyimpangan. 

 Pasal 7 Badan Pengatur dapat memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam memberikan 
sanksi atas pelanggaran Izin Usaha yang dilakukan oleh Badan Usaha. 

 Pasal 8 (1) Badan Pengatur bertanggung jawab kepada Presiden. 
(2) Kepala Badan Pengatur wajib memberikan laporan kepada Presiden melalui Menteri mengenai hasil 

kerjanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau apabila diperlukan. 

 Pasal 9 Ketentuan mengenai pedoman teknis yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang Badan Pengatur 
yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan 
Pengatur. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi 

 Pasal 2 Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh 
Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. 

 Pasal 3 Pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan atas penyelenggaraan Kegiatan Usaha 
Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 

 Pasal 4 Pengaturan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Menteri yang meliputi:  
a. Izin Usaha yang diberikan kepada Badan Usaha; 
b. jenis, standar dan mutu Bahan Bakar Minyak, Gas Bumi, Bahan Bakar Gas, dan Bahan Bakar Lain 

serta Hasil Olahan; 
c. jaminan ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak di seluruh wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 
d. pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri; 
e. Cadangan Strategis Minyak Bumi guna mendukung penyediaan Bahan Bakar Minyak dalam negeri; 
f. kebijakan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional; 
g. Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional; 
h. teknis keselamatan dan kesehatan kerja, dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan 
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masyarakat setempat; 
i. mekanisme dan/atau formulasi harga Bahan Bakar Gas dan jenis Bahan Bakar Minyak tertentu pada 

masa sebelum harga dapat diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang wajar dan sehat; 
j. ketersediaan dan distribusi jenis Bahan Bakar Minyak tertentu; 
k. peningkatan potensi kemampuan nasional; 
l. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri. 

 Pasal 5 Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, dan huruf i 
mempertimbangkan masukan dari Badan Pengatur dan/atau instansi terkait. 

 Pasal 6 Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Menteri yang meliputi:  
a. jenis, standar dan mutu Bahan Bakar Minyak, Gas Bumi, Bahan Bakar Gas dan Bahan Bakar Lain 

serta Hasil Olahan; 
b. keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup;  
c. penggunaan tenaga kerja asing dan pengembangan tenaga kerja Indonesia;  
d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri; 
e. pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat; 
f. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi Minyak dan Gas Bumi; 
g. pelaksanaan Izin Usaha selain pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengatur;  
h. kaidah keteknikan yang baik; 
i. penggunaan peralatan dan sistem alat ukur pada Kegiatan Usaha Hilir. 

 Pasal 7 Badan Pengatur melakukan pengaturan dan pengawasan atas pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian 
Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang diselenggarakan oleh Badan Usaha 
yang telah mendapat Izin Usaha dari Menteri. 

 Pasal 8 (1) Pengaturan atas pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 meliputi: 
a. menetapkan kewajiban Badan Usaha yang akan atau telah mempunyai Izin Usaha dari Menteri   

agar  ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin 
di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

b. menetapkan kewajiban Badan Usaha yang akan atau telah mempunyai Izin Usaha dari Menteri 
untuk menyediakan dan mendistribusikan Bahan Bakar Minyak di daerah yang mekanisme 
pasarnya belum berjalan dan Daerah Terpencil dalam rangka mengatur ketersediaan Bahan Bakar 
Minyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

c. menetapkan alokasi cadangan Bahan Bakar Minyak dari masing-masing Badan Usaha sesuai 
dengan Izin Usaha untuk memenuhi Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional; 

d. menetapkan pemanfaatan bersama termasuk mekanisme penentuan tarif atas fasilitas 
Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak serta fasilitas penunjangnya milik Badan 
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Usaha terutama dalam kondisi yang sangat diperlukan, terjadi kelangkaan Bahan Bakar Minyak 
dan/atau untuk menunjang optimasi penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak di 
Daerah Terpencil; 

e. menghitung dan menetapkan besaran iuran Badan Usaha yang mempunyai kegiatan usaha di 
bidang penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak sesuai dengan volume Bahan Bakar 
Minyak yang diperdagangkan berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah; 

f. menyelesaikan perselisihan yang timbul berkaitan dengan kegiatan usaha Niaga Bahan Bakar 
Minyak. 

(2) Dalam hal penyelesaian perselisihan yang dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) huruf  f tidak dapat diterima oleh Badan Usaha atau para pihak, Badan Usaha atau para 
pihak dapat mengajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

 Pasal 9 (1) Pengaturan atas pelaksanaan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 meliputi: 
a. menetapkan Ruas Transmisi dan Wilayah jaringan Distribusi yang didasarkan pada pertimbangan 

teknis dan ekonomis untuk dilelang kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha 
pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; 

b. memberikan hak khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Ruas Transmisi dan pada 
Wilayah Jaringan Distribusi melalui lelang berdasarkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan 
Distribusi Gas Bumi Nasional; 

c. menetapkan tarif sesuai dengan prinsip tekno ekonomi; 
d. menetapkan harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil dengan 

mempertimbangkan nilai keekonomian dari Badan Usaha serta kemampuan dan daya beli 
masyarakat; 

e. menetapkan dan memberlakukan sistem informasi pengusahaan dan akun pengaturan pada Badan 
Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; 

f. menghitung dan menetapkan besaran iuran Badan Usaha yang mempunyai kegiatan usaha di 
bidang pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sesuai dengan Gas Bumi yang diangkut dan 
didistribusikan berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;  

g. menyelesaikan perselisihan yang timbul terhadap pemegang Hak Khusus pengangkutan Gas Bumi 
melalui pipa dan/atau yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa. 

(2) Dalam hal penyelesaian perselisihan yang dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) huruf g tidak dapat diterima oleh Badan Usaha atau para pihak, Badan Usaha atau para 
pihak dapat mengajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

 Pasal 10 (1) Pengawasan atas penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan Gas Bumi 
melalui pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan terhadap Badan Usaha. 
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(2) Pengawasan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: 
a. pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan/atau pengangkutan Gas 

Bumi melalui pipa; 
b. pelaksanaan pemanfaatan bersama atas fasilitas pengangkutan dan penyimpanan Bahan Bakar 

Minyak dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa serta fasilitas penunjang milik Badan Usaha; 
c. pelaksanaan Hak Khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; 
d. harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil. 

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan huruf b, termasuk  pemberian 
pertimbangan kepada Menteri dalam menetapkan sanksi atas pelanggaran Izin Usaha yang dilakukan 
oleh Badan Usaha. 

 Pasal 11 Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10  diatur lebih lanjut dalam Keputusan dan 
Pedoman Badan Pengatur. 

 Pasal 33 Pengaturan, penetapan dan pengawasan Tarif dilakukan oleh Badan Pengatur dengan mempertimbangkan 
perhitungan keekonomian dari Badan Usaha, kepentingan pemakai dan konsumen. 

 Pasal 67 (1) Menteri menetapkan Wilayah Usaha Niaga jenis Bahan Bakar Minyak tertentu di dalam negeri. 
(2) Wilayah Usaha Niaga jenis Bahan Bakar Minyak tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  

meliputi Wilayah Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak yang mekanisme pasarnya sudah berjalan, Wilayah 
Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan Wilayah Usaha Niaga 
Bahan Bakar Daerah Terpencil. 

(3) Badan Pengatur memberikan pertimbangan kepada Menteri berkaitan dengan penetapan Wilayah 
Usaha Niaga jenis Bahan Bakar Minyak tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

 Pasal 68 ayat (1) 
dan (2) 

(1) Badan Pengatur menetapkan wilayah distribusi Niaga jenis Bahan Bakar Minyak  tertentu untuk Badan 
Usaha pemegang Izin Usaha Niaga berikut tata caranya. 

(2) Badan Pengatur menetapkan pemanfaatan bersama atas fasilitas pengangkutan dan penyimpanan 
termasuk fasilitas penunjangnya dalam penyediaan dan pendistribusian jenis Bahan Bakar Minyak 
tertentu terutama untuk wilayah yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan Daerah Terpencil. 

 Pasal 90 ayat (4), 
(5), (6) dan (7). 

(4) Badan Pengatur menetapkan dan memberikan sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Khusus 
kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa. 

(5) Badan Pengatur menetapkan dan memberikan sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran kewajiban 
Badan Usaha dalam penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak. 

(6) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) berupa teguran tertulis, denda, 
penangguhan, pembekuan, dan pencabutan Hak dalam penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar 
Minyak serta pencabutan Hak Khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.  

(7) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi  sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diatur lebih lanjut oleh 
Badan Pengatur 
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4.  
Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2006 tentang besaran dan penggunaan iuran badan usaha dalam 
kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan gas bumi 
melalui pipa. 

 Pasal 1 ayat  (9) Badan Pengatur adalah badan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 
tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha 
Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa. 

 Pasal 2 ayat (1) (1) Badan Usaha yang melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak 
dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak dan/atau Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan/atau 
kegiatan usaha Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi Gas Bumi, wajib membayar 
Iuran kepada Badan Pengatur. 

(2) Badan Usaha yang wajib membayar Iuran dalam kegiatan penyediaan dan pendistribusian Bahan 
Bakar Minyak dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : 
a. Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) Bahan Bakar Minyak; 
b. Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Terbatas (Trading)    Bahan Bakar Minyak; dan 
c. Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengolahan yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak dan 

melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan/atau niaga Bahan 
Bakar Minyak sebagai kelanjutan kegiatan usaha pengolahannya. 

(3) Badan Usaha yang wajib membayar Iuran dalam pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : 
a. Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi 

dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi yang telah memiliki Hak Khusus; dan 
b. Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi 

pada Wilayah Jaringan Distribusi dan telah memiliki Hak Khusus. 

 Pasal 10 Perubahan atas ketentuan besaran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 
ditetapkan oleh Menteri atas usul Kepala Badan Pengatur setelah mendapat persetujuan menteri yang 
bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi.  

 Pasal 11 ayat (1) Badan Usaha wajib menyampaikan kepada Badan Pengatur rencana volume dan laporan realisasi volume 
Bahan Bakar Minyak yang dijual dan/atau Gas Bumi yang diangkut melalui pipa berikut perhitungan besaran 
Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7. 

 Pasal 12 (1) Berdasarkan   rencana volume sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11  Badan Pengatur menetapkan  
perkiraan besaran Iuran untuk 1 (satu) tahun anggaran dari masing-masing Badan Usaha.               

(2) Badan Pengatur menetapkan besaran Iuran untuk setiap bulan yang wajib dibayar oleh Badan Usaha 
sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari perkiraan besaran Iuran sebagaimana   dimaksud  pada ayat 
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(1). 
(3) Badan Usaha wajib melakukan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada 

Badan Pengatur setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan. 

 Pasal 13 ayat (1) Badan Pengatur setiap triwulan melakukan verifikasi atas pembayaran Iuran berdasarkan laporan realisasi 
volume sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. 

 Pasal 14 ayat (1) Badan Pengatur melakukan perhitungan final kewajiban Iuran Badan Usaha dalam 1 (satu) tahun anggaran 
berdasarkan pada hasil audit laporan keuangan Badan Usaha. 

 Pasal 15 Badan Pengatur wajib menyetorkan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

5. 
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 36 
tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi  

 Pasal 1 Ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan 
Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4436) diubah sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut ; 

 Pasal 72 Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi diatur dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah. 

6. 
Keppres No. 86 tahun 2002 tentang Pembentukan badan pengatur penyediaan dan pendistribusian 
bahan bakar minyak dan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa 

 Pasal 1 Dengan Keputusan Presiden ini dibentuk Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar 
Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, yang selanjutnya disebut Badan 
Pengatur. 

 Pasal 3 Badan Pengatur merupakan lembaga pemerintah yang dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan 
wewenangnya bersifat independen. 

 Pasal 4 Fungsi Badan Pengatur adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan 
pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, dalam suatu pengaturan 
agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri. 

 Pasal 5 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pengatur mempunyai tugas 
mengatur dan menetapkan : 

a. ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak; 
b. cadangan Bahan Bakar Minyak nasional; 
c. pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak; 
d. tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; 
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e. harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil; 
b. f. pengusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi. 

 Pasal 6  Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Pengatur mempunyai wewenang : 
a. menetapkan kewajiban Badan Usaha yang akan atau telah melakukan penyediaan dan pendistribusian 

Bahan Bakar Minyak di Indonesia untuk melakukan operasi di daerah yang mekanisme pasarnya belum 
berjalan dan daerah terpencil; 

b. menetapkan volume alokasi cadangan Bahan Bakar Minyak dari masing-masing Badan Usaha sesuai 
dengan Izin Usaha untuk memenuhi cadangan nasional Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan 
Pemerintah; 

c. menetapkan pemanfaatan bersama atas fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak 
serta fasilitas penunjangnya milik Badan Usaha dalam kondisi yang sangat diperlukan dan/atau untuk 
menunjang optimasi distribusi di daerah terpencil; 

d. menetapkan tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sesuai dengan prinsip teknoekonomi; 
e. menetapkan harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil dengan mempertimbangkan 

kemampuan dan daya beli masyarakat; 
f. menetapkan dan memberlakukan sistem informasi pengusahaan dan akun pengaturan pada Badan 

Usaha yang melakukan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; 
g. menyelesaikan perselisihan yang timbul terhadap pemegang hak khusus pengangkutan Gas Bumi 

melalui pipa dan/atau yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengangkutan Gas Bumi melalui 
pipa; 

h. mengusulkan kepada Menteri Keuangan mengenai besaran iuran Badan Usaha yang mempunyai 
kegiatan usaha di bidang penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak serta Pengangkutan 
Gas Bumi melalui pipa, dan menetapkan biaya hak khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; 

i. memberikan hak khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada ruas tertentu dari transmisi Gas 
Bumi dan pada wilayah tertentu dari jaringan distribusi Gas Bumi melalui lelang, berdasarkan Rencana 
Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional. 

 Pasal 7 (1) Badan Pengatur bertanggung jawab kepada Presiden. 
(2) Kepala Badan Pengatur wajib memberikan laporan kepada Presiden melalui Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral mengenai hasil kerjanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau apabila 
diperlukan. 

 


